
 

 
KEPALA DESA MOKEL 

KABUPATEN MANGGARAI TIMUR 

 

PERATURAN KEPALA DESA 

NOMOR 03 TAHUN 2025 

TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  MOKEL 

TAHUN ANGGARAN 2025 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA DESA  MOKEL 

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, maka perlu 

menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa. 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

3 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia 

Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6914); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 

tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5539); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha 

Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6623); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan 

Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 



Nomor 6883); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang 

Badan Permusaywaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 89); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang 

Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 1037); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 611); 

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang 

Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 1203); 

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum 

Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan 

Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 530); 

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang 

Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan 

Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha 

Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252); 

13. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, 

Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus 

Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000); 

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 5 

Tahun 2024 tentang Pelatihan Masyarakat (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2024 Nomor 480); 

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 

Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 753); 

16. Keputusan Menteri desa Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 

Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2025 Tentang Panduan 

Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam 

mendukung  

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang 

Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 1051); 

18. Keputusan Mentri Desa Dan Pembanguna Daerah Tertinggal 

Republik indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Panduan 

Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dan Mendukung 

Swasembada Pangan. 

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang 

Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan 

Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083); 



20. Peraturan LKPP Nomor 12 tahun 2019 Tentang Pedoman 

Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur  Nomor 2 Tahun 

2015 tentang Pemerintah Desa dan BPD (Lembaran Daerah 

Kabupaten Manggarai Timur   Tahun 2015 Nomor 2, Seri E.1; 

Tambahan Lembaran Daerah Nomor 42); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 

2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur 

Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten 

Manggarai Timur Tahun 2024 Nomor 192); 

23. Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 13 Tahun 2016 tentang 

Petunjuk Teknis Operasional Pembangunan Desa Dalam Wilayah 

Kabupaten Manggarai Timur (Berita Daerah Kabupaten Manggarai 

Timur Tahun 2016 Nomor 13); 

24. Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 27 Tahun 2017 tentang 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah dan Perangkat Desa 

Dalam Wilayah Kabupaten Manggarai Timur (Berita Daerah 

Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2017 Nomor 27); 

25. Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 62 Tahun 2018 tentang 

Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal – Usul dan 

Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Manggarai Timur 

(Berita Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2018 Nomor 

62); 

26. Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 12 Tahun 2020 tentang  

Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah 

Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2020 Nomor 12); 

27. Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 19 Tahun 2020 Tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Manggarai 

Timur Tahun 2020 Nomor 19); 

28. Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 33A Tahun 2021 

tentang Pedoman Pemberian Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa 

dan Perangkat Desa Dalam Wilayah Kabupaten Manggarai Timur 

(Berita Daerah  Kabupaten  Manggarai  Timur  Tahun 2021 Nomor 

33A); 

29. Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 10 Tahun 2022 tentang 

Pedoman Penyelenggaran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi 

Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Manggarai Timur 

(Berita Daerah  Kabupaten  Manggarai  Timur  Tahun 2022 Nomor 

10); 

30. Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 60 Tahun 2024 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2025 (Berita Daerah  Kabupaten  Manggarai  Timur  

Tahun 2024 Nomor 60); 

31. Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 63 Tahun 2024 tentang 

Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa 

Pada Setiap Desa Dalam Wilayah Kabupaten Manggarai Timur 

Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah  Kabupaten  Manggarai  

Timur  Tahun 2024 Nomor 63); 

32. Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 64 Tahun 2024 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah  Kabupaten Manggarai  

Timur  Tahun 2024 Nomor 64); 

33. Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 65 Tahun 2024 tentang 

Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang 



Sah Kepala Desa dan Perangkat Desa Serta Tunjangan Badan 

Permusyawaratan Desa Dalam Wilayah Kabupaten Manggarai 

Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Manggarai 

Timur Tahun 2024 Nomor 65); 

34. Keputusan Bupati Manggara Timur Nomor 198 Tahun 2024 

Tentang pendelegasian evaluasi APBDes Ke kecamatan; 

35. Peraturan Desa Mokel Nomor 03 Tahun 2025 tentang Perubahan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2027 

(Lembaran Desa Mokel Tahun 2025 Nomor 03); 

36. Peraturan Desa Mokel Nomor 01 Tahun 2025 tentang Susunan 

Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Desa (Lembaran Desa 

Mokel Tahun 2025 Nomor 01); 

37. Peraturan Desa Mokel Nomor 02 Tahun 2025 tentang Perubahan 

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa 

Mokel Tahun 2025 Nomor 02). 

38. Peraturan Desa Mokel Nomor 04 Tahun 2024 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran 

Desa Mokel Tahun 2024 Nomor 04). 

 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  MOKEL 

TAHUN ANGGARAN 2025 

 

  Pasal 1    

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 

terdiri dari: 

1. Pendapatan Desa:   

a. Pendapatan Asli Desa Rp. 0,00 

b. Pendapatan Transfer Rp. 1.380.029.100,00 

c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah Rp. 0,00 

Jumlah Pendapatan: Rp. 0,00 

 

2. Belanja Desa: 

  

a. Bidang Penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa. 

Rp. 439.127.615,00 

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan 

Desa. 

Rp. 528.866.760,00 

c. Bidang Pembinaan 

Kemasyarakatan Desa. 

Rp. 24.000.000,00 

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat 

Desa. 

Rp. 27.274.870,00 

e. Bidang Penanggulangan Bencana, 

Keadaaan Darurat dan Mendesak 

Desa. 

Rp. 140.400.000,00 

Jumlah Belanja: Rp. 1.159.669.245,00 

Surplus/Defisit: 

 

Rp. 220.359.855,00 

3. Pembiayaan Desa:   

a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 19.651.326,00 

b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 228.079.440,00 

Selisih Pembiayaan (a-b): Rp. (220.359.855,00) 

Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan 

Anggaran: 

Rp. 0,00 

 



 

Pasal 2 

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini. 

Pasal 3 

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang 

ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan 

Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran. 

 

Pasal 4 

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Mokel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 













 

 

 

 

 

 

 



 


